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Abstract
The purpose of this study was to determine the extent to which the implementation of the
Law on Public Information Disclosure No. 14/2008 at the Communication and Information
Office of Baubau City. The method uses the Merilee S. Grindle Policy Implementation model,
which implements it is very supportive of the content of the policy (Content of Policy) and the
context of its implementation (Context of policy) and in its implementation, it has been
running optimally but there are still some problems that cause disputes over public
information. Other research results show that the Baubau City Communication and
Informatics Office has been very good at providing public information services that have
been previously requested by the community. The applicant's lack of understanding
regarding the Law on Public Information Disclosure made the Office have to provide as
detailed an explanation as possible about the Law. The understanding of the employees of
the Baubau City Communication and Informatics Office regarding the Law on Public
Information Disclosure is quite good, however, there is an application for information that is
convoluted and makes it less acceptable to the public
Keywords: Public Information Systems, Information and Communication Technology, Public
Services; Government, Public
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU Keterbukaan
Informasi Publik No.14 Tahun 2008 Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau. Metode
penelitian menggunakan model Implementasi Kebijakan Merilee S. Griendle, yang
penerapannya sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks
implementasinya (Context of policy) dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan optimal
namun masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan sengketa informasi publik.
Hasil penelitian lainnya bahwa pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau sudah
sangat baik dalam pemberian pelayanan penyediaan informasi publik yang telah
dimohonkan sebelumnya oleh masyarakat. Pemahaman yang kurang dari pemohon
informasi mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik membuat Dinas tersebut harus
memberikan penjelasan yang sedetail mungkin mengenai UU tersebut. Pemahaman
pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau mengenai UU Keterbukaan Informasi
Publik sudah cukup baik, namun ada menjadikan permohonan terhadap suatu informasi
dibuat berbelit-belit serta menjadikan kurang diterima oleh masyarakat.
Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pemerintah; Sistem Informasi Publik; Teknologi Informasi dan
Komunikasi; Masyarakat
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PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance agar dapat dicapai harus
dengan cara peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu dan terarah secara
sistematis dengan harapan dapat mencapai tujuan bernegara dalam upaya memajukan
persepsi masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial
budaya yang bersifat reformis, jujur, efisien, kreatif, penuh inovasi, profesional, tangguh,
handal dan mampu menjawab setiap tantangan dan perubahan yang terjadi di
masyarakat.
Aturan tentang Pelayanan Publik telah ditetapkan oleh pemerintah namun pada
kenyataannya tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan besar dalam sistem
pelayanan publik tersebut. Berdasarkan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi komitmen pemerintah untuk membuka
pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik
untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan
dan kepentingan publik, proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik penyelenggaraan
pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.
Sebagai contoh ketika peneliti meminta kepada salah seorang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) kota Bau-Bau mengenai dokumen realisasi pengadaan barang dan
jasa pemerintah, petugas PPID mengatakan bahwa data tersebut tidak relevan dengan tugas
pokok dan fungsinya, hal tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antar bidang serta
belum adanya bidang khusus yang menangani pengelolaan data, informasi dan dokumentasi.
Kendala-kendala tersebut tentu saja turut menghambat kelancaran pelayanan informasi
kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dengan melihat kurang baiknya proses
pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di badan publik daerah yang
telah dilakukan pada Diskominfo pemerintah kota Baubau serta untuk meminimalisir kurang
maksimalnya layanan informasi di Kota Baubau maka penelitian bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 Pada Dinas
Komunikasi dan Informasi Kota Baubau.
Keterbukaan Informasi Publik
Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk menjawab
hak publik atas informasi yang transparan, cepat dan akurat, serta cekatan dan berkualitas
agar pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,
seyogyanya pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah memiliki Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi (PPID) dan membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) untuk
menciptakan good governance yang paripurna.
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Menurut Mudjiyanto (2015) layanan informasi yang berhubungan dengan institusi publik,
secara umum memiliki berbagai kendala dan hambatan seperti:
a. Lemahnya budaya pendokumentasian informasi
b. Lemahnya penghargaan dan perlakukan terhadap informasi
c. Kurangnya sistem administrasi organisasi dan manajemen informasi pada badan publik.
d. Masih tersistematisnya proses penanganan informasi masyarakat baik di tingkat pusat
maupun darerah.
Untuk maksud tersebut diatas keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, yang
ditetapkan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 13 ayat (1)
yang berbunyi “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan
publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”. Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat yang ditunjuk sebagai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Negara yang
berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik”.
Penerapan dan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Baubau harus ditindaklanjuti
dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan melalui proses
yang transparan untuk membahas dan menentukan pembentukannya. Proses tersebut baru
menemui hasil pada tahun 2014, Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Walikota
Baubau Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor. 166 Tahun 2014 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Baubau. Dalam Surat Keputusan Walikota
ini menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau sebagai Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Baubau sesuai Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 pasal 24 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, selaku lembaga yang menangani
bidang informasi masih menemui beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber
daya manusia, prasarana dan juga koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintahan
serta kurangnya petugas yang bertugas memberikan informasi publik masih belum
memahami sepenuhnya isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Cukup banyak Petugas PPID kurang memahami bahwa keterbukaan
informasi merupakan tolok ukur dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang akan
menjadi salah satu penyebab sering terjadinya mutasi jabatan.
Informasi Publik dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial
dalam mekanisme partisipatori. Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor
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14 Tahun 2008 telah menjamin akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi
dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan untuk
mendorong kualitas pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Begitu pentingnya
peran data dan informasi sebagai pintu keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah
sesuatu yang masih harus dikembangkan dan ditingkatkan.
Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan
ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas
menurut Samodra Wibawa (2012) manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses
administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara adalah sebagai berikut:
1. Transparansi artinya politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka,
kecurigaan antar aktor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar aktor dapat
juga lebih leluasa di tonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi bermakna tersampaikannya informasi secara cepat diantara pemerintah dan
masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media
massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara dan bernegosiasi
juga menjadi lebih tereskpresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.
3. Efisiensi mengandung makna dengan alur informasi yang lancar maka proses pelayanan
masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang
birokrasi dapat dipangkaskan.
Dengan demikian informasi publik yang diterima oleh masyarakat luas haruslah bersifat
transparan, partisipasi dan efisiensi.
Hadirnya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada
salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik
merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dengan tujuan agar Keterbukaan Informasi
Publik agar dapat :
a. Menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari
mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga
pengambilan keputusan publik.
b. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh badan publik.
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik
sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.
d. Mengetahui alasan dari kebijakan publik yang sedang dijalankan dimana kebijakan
tersebut dapat mempengaruhi orang banyak.
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e. Mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan
bangsa.
f. Menjadi acuan bagi badan publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih
maksimal dan berkualitas dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
Implementasi dan Penerapan Kebijakan
Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M,
2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik
sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya
mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye,
merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan
keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)
Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan dan haruslah
diimplementasikan dengan tepat. Menurut Edwards (2003) dalam implementasi atau
penerapan kebijakan publik akan banyak terdapat tindakan seperti: mengumpulkan data,
mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut
personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain,
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya, dan terdapat dua pilihan langkah yang dapat di ambil yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan dari
kebijakan publik tersebut. implementasi/penerapan kebijakan merupakan suatu alat
administrasi hukum yang mana terdapat aktor organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh tujuan yang diinginkan.
Sedangkan menurut Nugroho (2003) pengimplementasian dari kebijakan/penerapannya
adalah cara agar sebuah kebijakan itu dapat mencapai tujuannya.
Hal ini sesuai dengan pemikiran Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18)
menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan
konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena
pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Pendekatan implementasi kebijakan Model Merille S. Grindle
Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dikenal dengan
Implementation as A Political and Administrative Process. Yang membagi keberhasilan
implementasi/penerapan kebijakan dalam dua hal yaitu:
1. Prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Tujuan kebijakan tercapai yang artinya dimensinya diukur dalam dua faktor yaitu:
a. Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
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b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan
yang terjadi.
Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat Implementability
kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari :
1. Content of Policymenurut Grindle adalah
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) dengan adanya
berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Artinya bahwa
suatu pelaksanaan kebijakan akan melibatkan banyak kepentingan, dan apakah
kepentingan-kepentingan tersebut dapat memberi pengaruh terhadap
implementasinya.
b. Type of Benefit (tipe manfaat) menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus
memberi manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh
pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai). Kebijakan harus
mempunyai target untuk mencapainya dan seberapa besar perubahan yang hendak
dicapai melalui suatu implementasi kebijakan tersebut.
d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan). Bahwa dalam pelaksanaan
kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yang
artinya pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
e. Program Implementer (pelaksana program). Dengan adanya pelaksana kebijakan
yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan dan terlaksananya suatu kebijakan
haruslah terdata dengan baik pada bagian ini.
f. Resouces Commites (sumber daya yang digunakan) dalam pelaksanaan kebijakan
harus didukung oleh sumber-sumber daya yang terampil agar pelaksanaannya
berjalan dengan baik.
2. Context of Policymenurut Grindle adalah:
a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan
dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan
pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang
digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan atau
implementasi kebijakan.
b. Institution and Regine Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).
Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap
keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga
yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
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c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari
pelaksana). Proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari
para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik
Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi/penerapan kebijakan disampaikan oleh D.L
Weimer dan Aidan R. Vining dalam Pasolong (2010) menurutnya terdapat tiga faktor umum
yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan adalah seberapa benar teori yang menjadi
landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah pihak yang terlibat dalam kerjasama
merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk
mengelola pelaksanannya.
Berbagai hambatan yang akan mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam
pengimplementasian kebijakannya, beberapa diantara hambatan tersebut antara lain :(1)
hambatan politik, ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan
SDM di bidang teknis dan administrative; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5)
kurangnya desentralisasi dan partisipasi; (6) pengaturan waktu (timing); (7) sistem informasi
yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan (9) adanya
dukungan yang berkesinambungan.
Semua hambatan tersebut dapat saja bersumber dari :
1. Hambatan dari dalam (faktor internal) dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input
yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana
dan fasilitas yang dimiliki, aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan.
2. Hambatan dari luar (faktor eksternal) bersumber dari semua kekuatan yang berpengaruh
langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah,
kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik serta kondisi sosial dan budaya
setempat.
Output yang diharapkan dari kebijakan publik adalah bagaimana implementasinya dapat
memenuhi pelaksanaan pelayanan publik. Aktor kuncinya adalah pemerintah melalui
aparatur sipil negara/pegawai untuk patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik termasuk berkomitmen bagaimana menerapkan UU Keterbukaan Informasi
Publik No.14 Tahun 2008 Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau.
Untuk mencapai tujuan pelayanan publik, maka sesuai pemikiranDwiyanto (2006:56) yang
dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi
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aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara.
Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan
pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana
yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur
negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan
diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif,
sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya
masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan
formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan
dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan,
2019)
METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dimana penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang mendeskripsikan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan
manusia dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan
perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, Sukmadinata
(2006).
Penelitian kualitatif digunakan tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi pemahaman
mendalam yang dilakukan secara baik dan benar akan menggambarkan atau
mendeskripsikan dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU Keterbukaan Informasi
Publik No.14 Tahun 2008 dapat diimplementasikan pada Dinas Komunikasi dan Informasi
pemerintah kota Baubau.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian menggunakan teori Model Implementasi
Kebijakan Merilee S. Griendle, yang mana penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi
kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasinya (Context of policy) dalam
pelaksanaannya di lingkup Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau, dan hasil analisis
dan pembahasan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau,
peneliti menggunakan teori implementasi yang dipaparkan oleh Merilee S. Griendle.
Model ini ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya
(context of policy), dimana ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,
maka implementasi kebijakan dilakukan sehingga keberhasilannya ditentukan oleh derajat
implementability dari tujuan kebijakan tersebut.
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Adapun isi kebijakannya mencakup: (i) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (ii)
Jenis manfaat yang akan dihasilkan, (iii) Derajat perubahan yang diinginkan, (iv) Kedudukan
pembuat kebijakan, (v) (Siapa) pelaksana program, serta (vi) Sumber daya yang dikerahkan.
Sedangkan konteks implementasinya mencakup: (i) Power, Interest and Strategy of Actor
Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat), (ii)
Institution and Regine Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), serta
(iii) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).
Berdasarkan teori Merilee S. Griendle tersebut dapat diketahui bagaimana penerapan/
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau. Telah berupaya dengan sangat baik
untuk melayani masyarakat dalam menyediakan informasi yang telah dimohonkan
sebelumnya oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa hal terjadi ketidakpuasan dari
pemohon informasi publik itu sendiri. Kurangnya pemahaman dari pemohon mengenai
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan informasi seperti apa yang bisa
dimohonkan maupun yang dikecualikan membuat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Baubau harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin mengenai Undang-Undang
tersebut. Perselisihan informasi publik sering terjadi karena adanya missed communication
(salah pemahaman) antara pemohon dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Baubau sehingga sering segelintir masyarakat menganggap bahwa pegawai mencoba
menutupi informasi yang diinginkan.
Pemahaman pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau terhadap Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini isi kebijakan maupun konteks dari
kebijakan itu sendiri sebenarnya cukup baik, hanya saja budaya birokrasi yang ada menjadi
permohonan terhadap suatu informasi dibuat berbelit-belit dan kurang diterima oleh
masyarakat. Dalam hal memahami isi kebijakan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi
Kota Baubau relative paham dan mengerti akan tetapi dalam realisasi pelaksanaannya
masih belum dapat dilakukan secara optimal.
Keterbukaan informasi publik adalah merupakan sebuah acuan dalam upaya mewujudkan
akuntabilitas publik para penyelenggara Negara kepada masyarakat, sehingga
keterbukaan informasi publik dapat menjadi sebuah wujud nyata dari sistem pengawasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik, dengan adanya
keterbukaan informasi publik menjadi ciri penting dari sebuah Negara yang berdemokrasi
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian dengan judul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DInas
Komunikasi dan Informasi Kota Baubau”, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau sudah berjalan optimal. Meskipun
dalam prakteknya masih banyak permasalahan-permasalahan yang menyebabkan
sengketa informasi publik.
2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau
sudah sangat baik dalam pemberian pelayanan berkaitan dengan penyediaan
informasi publik yang telah dimohonkan sebelumnya oleh masyarakat,meskipun dalam
beberapa situasi seringkali terjadi ketidakpuasan dari pemohon informasi publik.
Pemahaman yang kurang dari pemohon informasi mengenai Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik membuat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau
harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin mengenai Undang-Undang
tersebut. Sengketa informasi publik yang terjadi lebih disebabkan karena adanya faktor
missed communication antara pemohon informasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informasi Kota Baubau. Pemahaman pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Baubau mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya sudah
cukup baik.
3. Dalam konteks memahami isi kebijakan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Baubau sudah relatif paham akan tetapi dalam realisasi masih belum optimal.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut:
1. Pengelolaan informasi publik di Kota Baubau pada kenyataannya belum memenuhi
keinginan segenap warga masyarakatnya meskipun secara pemahaman terhadap
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari para pegawai sudah baik. Pegawai
seharusnya tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang informasi publik tetapi
juga harus dibekali cara pemebrian pelayanan yang baik dan prima.
2. Keterbukaan informasi meskipun mendorong terhadap partisipasi masyarakat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi
publik dengan memberikan edukasi dan mempercepat gerakan sosialisasi secara massif
kepada masyarakat mengenai pentingnya informasi publik.
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